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PENETAPAN
Nomor 26/PDT.P/2018/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan

dalam

Permohonan ;
SANABUDI HULU Suami Istri, Alamat; Ophir Block C No 36
dan Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo
MIRDA NITA HULU Kabupaten Pasaman Barat;----------------

Selanjutnya  disebut  sebagai  Para

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat
pada tanggal 12 April 2018, Register Nomor 26/PDT.P/2018/PN.PSB, dengan

permohonannya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon SANABUDI HULU Lahir di Soroma’asi, tanggal 27 September
1988 anak dari seorang ayah bernama TOLONA HULU dan seorang ibu yang
bernama ADILINA HULU;

2. Bahwa Pemohon MIRDA NITA HULU Lahir di Soroma’asi, tanggal 1 Agustus
1990 anak dari seorang ayah yang bernama HEZASOKHI HULU dan seorang ibu
yang bernama KASINIA MENDROFA;

3. Bahwa Para Pemohon SANABUDI HULU dan MIRDA NITA HULU telah
melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan
pada tanggal 9 Januari 2008 oleh PDT. F. GIAWAL, S.Th surat pernikahan yang
dikeluarkan oleh Gereja Jemaat BNKP Soroma’asi, Resort 28 BNKP tanggal 09
Januari 2008;
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4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di kantor
Dinas Kependudukan dan Pecatatan manapun karena kelalaian Para Pemohon;--

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Bahwa pada waktu Para Pemohon hendak mengurus pencatatan Perkawinan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk
membuat Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut
karena berdasarkan Undang-undang RI No. 02 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 36, dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, untuk

itu diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini

Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya
permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya
para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman

Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut: --

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan SANABUDI HULU dan MIRDA NITA HULU yang
telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen
Protestan pada tanggal 9 Januari 2008 oleh PDT. F GIAWAL, S.Th surat
pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat BNKP Soroma’asi, Resort 28
BNKP tanggal 09 Januari 2008;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan
dan menerbitkan Akta Perkawinan antara SANABUDI HULU dan MIRDA NITA
HULU tersebut;
4. Menetapkan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini

kepada para pemohon atau Mohon Putusan yang  seadil-

adilnya----------==-mmmmmemm-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan sidang

tanggal 18 April 2018 dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon

menyatakan tetap pada isi Permohonannya;
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Menimbang, bahwa untuk mendukung surat Permohonan tersebut, Para

Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa:
1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1406092709880003 atas nama
SANABUDI HULU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan Fotocopy Surat Kartu
Tanda Penduduk No. 1406094108900007 atas nama MIRDA NITA HULU yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pasaman Barat ,yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANABUDI HULU, Nomor
1312101112170003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 05 Januari 2015, yang
diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor ; ../0212/R.28/IV/2017, yang
dikeluarkan oleh Jemaat BNKP Soroma’asi Resort 28 BNKP tanggal 20 April
2017, yang diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut oleh karena telah diberi materai cukup
dan disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

dalam permohonan ini dan selajutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah
pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan

keterangan dibawah sumpah di persidangan berdasarkan kepercayaan masing-

masing, yang keterangannya pada intinya adalah sebagai berikut :
SAKSI |; SERTI BR PANE

[0 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari

Para Pemohon;

0 Bahwa benar para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
[0 Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Protestan di
Gereja Jemaat BNKP Soroma’asi Resort 28 BNKP;

0 Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Januari 2008;
[0 Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan pernikahan para pemohon tersebut;-----

0 Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Ophir Block C No 36 Desa Koto Baru

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

0 Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak;
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[0 Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan

pernikahan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

0 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat

mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ;

[0 Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
SAKSI Il ; ERNITA SIAHAAN

[l Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dai

Para Pemohon;

0 Bahwa benar para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
0 Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Protestan di
Gereja Jemaat BNKP Soroma’asi Resort 28 BNKP;

0 Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Januari 2008;

[l Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Ophir Block C No 36 Desa Koto Baru

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

0 Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak;

[0 Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan

pernikahan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

[0 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat

mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ;

[0 Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini tidak
mengajukan kesimpulan dan mohon suatu

penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan

dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang

materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan
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mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan

memberikan penetapan atas permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P-1 berupa
Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1406092709880003 atas nama
SANABUDI HULU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk
No. 1406094108900007 atas nama MIRDA NITA HULU yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman
Barat, dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANABUDI HULU, Nomor
1312101112170003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dapat diketahui bahwa Para Pemohon
bertempat tinggal di Ophir Block C No 36 Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan
Duo Kabupaten Pasaman Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah
berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka dalam hal ini
Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan memberikan

penetapan atas permohonan Para

Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil
permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-
bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-
masing bernama SERTI BR PANE dan ERNITA SIAHAAN,;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohoan Para Pemohon

adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah
agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan saki-saksi
dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohon tersebut untuk
mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada di wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal ini merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Perkawinan yang sah berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
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Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh)

hari sejak tanggal perkawinan” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh

Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 02
Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan

pengadilan” ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan
dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi

serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum

sebagai berikut :
- Bahwa Para Pemohon tanggal 9 Januari 2008 telah menikah menurut
upacara Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat BNKP Soroma’asi Resort
28 BNKP berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor ; /0212/R.28/IV/2017,
yang dikeluarkan oleh Jemaat BNKP Soroma’asi Resort 28 BNKP tanggal 20

April
2017;

- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga perkawinan tersebut belum

pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Pasaman Barat;
Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan ;--------------
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,
maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;--
Memperhatikan akan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang

berkenaan dengan permohonan ini ;
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MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada buku register

yang diperuntukan untuk itu ;

- Bahwa di Soroma’asi pada tanggal 9 Januari 2008 telah dilangsungkan
pernikahan antara SANABUDI HULU dan MIRDA NITA HULU menurut
upacara agama Kristen Protestan berdasarkan Surat Keterangan Nikah
Nomor ; /0212/R.28/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Jemaat BNKP Soroma’asi
Resort 28 BNKP tanggal 20 April 2017;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon
sebesar Rp.224.000- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu

Demikian ditetapkan di Pasaman Barat pada Hari SENIN, Tanggal 23 APRIL
2018 oleh RAMLAH MUTIAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat,
sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ROSMAIZONI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri

pula oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TUNGGAL,

ROSMAIZONI RAMLAH MUTIAH, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-

- Biaya Proses/ATK Rp. 30.000,-

- Biaya Panggilan Rp. 150.000,-

- Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

- Leges Rp. 3.000,-

- Redaksi Penetapan Rp. 5.000.- +
Jumlah Rp. 224.000,-
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